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The purpose of this research is to know the accomplishment process of civil 
conflict by mediation of the Court of State of Surakarta and the law effect for the both 
parties as proper with Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) no.1 in 2008 about the 
procedure of mediation in court. 
 
This research is kind of descriptive empiric law research by using qualitative 
approach. The research location is in the Court of State of Surakarta. Kind of data use 
source of primary data and secondary data. The technique of collecting data use 
technique of interview and document study or literature study in this case the literature 
material used books and the rule of laws. The technique of data analysis used the analysis 
technique of qualitative data by using interactive method. 
 
Based on the research and analysis which has done, it can be concluded that the 
accomplishment of civil conflict by mediation done by the Court of State of Surakarta 
through two steps namely Pre-mediation steps and mediation step. Pre-mediation was led 
by Majelis Hakim Pemeriksa Perkara which is handling the session, delaying the session 
and asking to the both parties to do mediation. Majelis hakim delay the session time to 
give opportunity for the both parties to do mediation and chose a mediation to help the 
process of conflict accomplishment. The parties in this case use mediator from the Court 
of State of Surakarta. The steps done by mediator in mediation step are asking tto the 
parties to face the mediator, determining the meeting schedule, doing kaukus, meeting the 
both parties, reporting mediation result to the Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. 
 
The law effect for the both parties in doing mediation is in kracht van gewijsde in 
form of peaceful treaty. It cannot be approved new accusation, it can be execution, there 
is no any other law effort.  
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Rr WILIS TANTRI ATMA NEGARA.  E  1105130, PENYELESAIAN SENGKETA 
PERDATA DENGAN CARA MEDIASI OLEH PENGADILAN NEGERI 
SURAKARTA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Penulisan 
Hukum (Skripsi), 2009. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa perdata 
dengan cara mediasi oleh Pengadilan Negeri Surakarta dan akibat hukum bagi kedua belah 
pihak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2008 Tentang 
Prosedur Mediasi Di Pengadilan 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif  
dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri 
Surakarta. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data 
yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Tekhnik pengumpulan 
data yang digunakan adalah tekhnik wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka dalam 
hal ini bahan pustaka yang digunakan adalah buku-buku dan peraturan perundang-undangan. 
Tekhnik analiis data yang digunakan adalah tekhnik analisis data kualitatif dengan 
menggunakan metode interatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan 
bahwa penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi yang di lakukan oleh Pengadilan 
Negeri Surakarta melalui dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan  tahap mediasi. Pada tahap 
pra mediasi dipimpin oleh majelis hakim pemeriksa parkara yang sedang ditangani mulai dari 
sidang pertama, menunda persidangan dan menyuruh agar para pihak melakukan mediasi. 
Majelis hakim menunda waktu persidangan untuk memberikan kesempatan pada para pihak 
untuk melakukan mediasi dan memilih seorang mediator untuk membantu proses 
penyelesaian sengketa. Para pihak dalam hal ini menggunakan mediator dari dalam 
Pengadilan Negeri Surakarta. Langkah-langkah yang dilakukan oleh mediator dalam tahap 
mediasi adalah meminta agar para pihak menghadap mediator, menentukan jadwal 
pertemuan, melakukan kaukus, mempertemukan kedua belah pihak, melaporkan hasil 
mediasi kepada majelis hakim pemeriksa perkara. 
Akibat hukum bagi kedua belah pihak dalam melakukan mediasi disini yaitu in kracht 
van gewijsde yang berbentuk akta perdamaian, tidak dapat diajukan gugatan baru, dapat 
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A. Latar Belakang Masalah 
Untuk dapat memenuhi kebutuhan atau kepentingan secara wajar, manusia 
membutuhkan interaksi dengan pihak lain (person atau badan hukum). Karena 
kepentingan dan kebutuhan atau kepentingan manusia itu demikian banyaknya, maka 
sangat terbuka kepentingan antara orang satu dengan orang yang lainnya. Benturan 
kepentingan ini menimbulkan sengketa, yang dinamakan sengketa perdata. Sengketa 
perdata adalah perkara perdata dimana paling sedikit ada dua pihak, yaitu pengugat 
dan tergugat. Jika di dalam masyrakat terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan 
dengan jalan muswarah, maka pihak yang dirugikan haknya dapat mengajukan 
gugatan. Pihak ini disebut penggugat. Gugatan diajukan ke pengadilan yang 
berwenang memberikan sengketa tersebut (Sudikno Mertokusumo, 2002:84). 
 
Akhir-akhir ini banyak masyarakat yang terlibat di dalam sengketa perdata 
memilih jalan mediasi, baik yang diupayakan oleh hakim, pengacara maupun 
kehendak dari para pihak yang berperkara itu sendiri. Hal ini merupakan suatu gejala 
positif yang patut kita perhatikan secara seksama (Victor M Situmorang,1992:1).   
Menyelesaikan mediasi dalam sengketa perdata atau sengketa gugatan cara-cara yang 
digunakan ádalah para pihak membuat, menentukan secara sendiri secara ikhlas dan 
sadar isi perjanjian perdamaian. 
 
Dalam rangka mewujudkan proses sederhana, cepat dan murah.  Pasal 130 
HIR yang mengatur upaya perdamaian masih dapat diintensifkan. Caranya, 
mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur perkara. Peraturan Mahkamah 
Agung No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, mewajibkan 
terlebih dahulu ditempuh upaya perdamaian dengan bantuan mediator. Paling lama 
sehari setelah sidang pertama para pihak harus memilih mediator yang dimiliki oleh 







Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai mediator tersebut maka wajib 
menunjuk mediator dari daftar yang disediakan oleh Pengadilan saja. Apabila hal 
tersebut tidak juga berhasil, dalam jangka satu hari kerja berdasarkan penetapan, 
Ketua majelis berwenang menunjuk seorang mediator. 
 
Proses mediasi harus selesai dalam jangka waktu paling lama 40 hari kerja 
sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator. Seandainya mediator berasal 
dari luar lingkungan pengadilan jangka waktu tersebut diperpanjang menjadi 30 hari. 
Apabila mediasi berhasil, kesepakatan lengkap dengan klausula pencabutan perkara 
atau pernyataan perkara telah selesai disampaikan dalam sidang. Majelis Hakim 
kemudian akan mengkukuhkan kesepakatan itu sebagai akta perdamaian. Tetapi 
apabila gagal adalah tugas mediator untuk melaporkannya secara tertulis kepada 
Majelis Hakim. Konsekuensi kegagalan tersebut memaksa Majelis Hakim 
melanjutkan proses perkara (Krisna Harahap,2008:62) 
. 
Mediasi sebagai salah satu penyelesain alternatif sengketa yang belum lama ini 
diketahui dan dikenal oleh masyarakat pada umumnya dan juga belum dikenal dalam 
suatu wacana hukum di Indonesia. Tidak semua Pengadilan yang menerapkan atau 
menggunakan medasi.Inti dari mediasi adalah mediasi sudah menjadi budaya 
masyarakat Indonesia. Mediasi harus banyak memerlukan adaptasi soialisasi baik bagi 
masyarakat Indonesia, birokasi pemerintah, maupun para penegak hukum. 
 
Dengan adanya ketentuan dalam pasal 130 ayat (1) HIR atau pasal 154 ayat (1) 
RBg tersebut, maka jelas hakim mempunyai peranan yang aktif untuk mengusahakan 
penyelesaian secara damai untuk perkara perdata yang diperiksanya. Dalam kaitannya 
ini hakim haruslah dapat memberikan suatu pengertian bahwa penyelesaian perkara 
dengan cara perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan 
bijaksana daripada diselesaikan dengan cara putusan pengadilan, baik dipandang dari 
segi hukum masyrakat maupun dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang 
digunakan (H.Ridwan Syahrani,2000:66). 
 
Berdasarkan uraian, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan 
judul “PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN CARA MEDIASI 





B. Rumusan Masalah 
Untuk memperjelas agar permasalahan yang ada nantinya dapat dibahas lebih 
terarah dan sesuai dengan sasaran yang di harapkan maka penting bagi penulis dalam 
menyusun suatu perumusam masalah. Adapun perumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi oleh 
Pengadilan Negeri Surakarta? 
2. Apa akibat hukum mediasi bagi kedua belah pihak tersebut ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Dalam suatu penelitian haruslah mempunyai suatu tujuan penelitian. Tujuan ini 
tidak lepas dari pokok permasalahan diatas, ada dua tujuan penelitian yang harus 
dihadapi yaitu tujuan obyektif  dan tujuan subyektif.  
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Tujuan obyektif 
a. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi 
b. Untuk mengetahui akibat hukum mediasi bagi kedua belah pihak. 
 
2. Tujuan subyektif 
a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai hasil penelitian untuk 
menjawab permasalahan dalam menyusun suatu penulisan dan penelitian 
hukum. 
b. Untuk menambah wawasan dan memperoleh pengetahuan bagi penulis.  
c. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis terhadap 
perkembangan hukum, terutama terkait penyelesaian sengketa perdata melalui 
mediasi. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Dalam suatu penelitian, terdapat suatu manfaat penelitian. Selain bermanfaat 
bagi penulis, diharapkan juga bisa bermanfaat bagi semua pihak dan tentunya 
mempunyai manfaat yang dianggap positif. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua 






1. Secara teoritis 
a. Menghasilkan suatu penjelasan tentang Penyelesaian Sengketa Perdata dengan 
cara mediasi yang oleh Pengadilan Negeri Surakarta. 
b. Menghasilkan suatu penjelasan tentang akibat hukum bagi kedua belah pihak.  
 
2. Secara praktis 
a. Mengembangkan pola pikir, penalaran dan pengetahuan bagi penulis dalam 
menyusun suatu penulisan hukum 
b. Sebagai salah satu  syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
 
E. Metodologi Penelitian 
Metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan 
dengan objek studi ilmu yang bersangkutan. Dengan kata lain metodelogi itu 
menjelaskan tata cara dan langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan 
penelitian (Koentjaraningrat. 1981:61). 
 
Menurut Soerjono Soekanto  metode penelitian dapat dirumuskan dengan 
kemungkinan sebagai berikut :  
1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.  
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan. 
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur  
(Soerjono Soekanto 2006: 5). 
Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini 
adalah penelitian hukum empiris, atu non doktrinal yang bersifat deskriptif. 
Suatu penelitian diskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti 
mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono 




2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data yang 
diperoleh nantinya tidak berbentuk angka tetapi berupa kata-kata. Penelitian 
deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang 
seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. 
Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat 
memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori 
baru (Soerjono Soekanto, 2006:10) Dalam penelitian ini dideskripsikan 
tentang proses penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi oleh 
Pengadilan Negeri Surakarta dan kekuatan hukum hasil kesepakatan melalui 
mediasi tersebut. 
3. Lokasi Penelitian 
Untuk melengkapi data penlitian penulis mengambil lokasi penelitian di 
Pengadilan Negeri Surakarta. Penulis mengambil lokasi penelitian di 
Pengadilan Negeri Surakarta, karena tempat dan lokasi mudah terjangkau oleh 
kendaraan dan merupakan suatu Pengadilan Negeri yang terdapat kasus 
tentang mediasi yang saat ini sedang diteliti oleh penulis.  
4. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan Dalam penelitian hukum empiris adalah data 
primer yaitu, sebagai berikut: 
 
a. Data primer 
  Data yang diperoleh langsung dari keterangan atau fakta langsung di 
lapangan yaitu data yang di peroleh penulis dari lokasi penelitian yang 
telah di sebutkan diatas. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini 
berupa hasil wawancara dengan hakim Ganjar Susilo, SH selaku hakim 









b. Data sekunder 
Data sekunder disini adalah data yang tidak diperoleh secara langsung 
dari lapangan, tetapi data sekunder ini berkaitan dengan data yang relevan 
dan mendukung berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini 
berupa : 
 
1) Laporan mediator tanggal 7 Agustus 2006 kepada Majelis Hakim 
Pemeriksa Perkara Nomor :38/Pdt.G/2006/PN,Ska yang diwujudkan 
dalam suatu kesepaktan perdamaian. 
2) Akta Perdamaian Nomor : 38/Pdt.G/2006/PN.Ska. 
3) PERMA Nomor 1 Taun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
4) UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternative 
Penyelesaian Sengketa. 
5) Hasil penelitian (hukum) S2 atau tesis, jurnal serta literature-literatur 
yang relevan dan mendukung penelitian ini 
 
5. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah 
sumber data primer yaitu, sebagai berikut: 
 
a. Sumber data primer 
Pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini pihak 
yang terkait yaitu hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Dari hasil 
wawancara dengan hakim Ganjar Susilo, SH selaku hakim mediator yang 
ditunjuk oleh majelis hakim untuk menyelesaikan sengketa perdata 
Nomor : 38/pdt.G/2006/PN.Ska melalui mediasi. 
 
b. Sumber data sekunder 
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang kaitannya erat 
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memahami dan 
menganalisis bahan hukum primer, terdiri atas : 
1) Laporan mediator tanggal 7 Agustus 2006 kepada Majelis Hakim 
Pemeriksa Perkara Nomor :38/Pdt.G/2006/PN.Ska yang diwujudkan 




2) Akta Perdamaian Nomor :38/Pdt.G/2006/PN.Ska. 
3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan. 
4) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternative 
Penyelesaian Sengketa. 
5) Hasil penelitian (hukum) S2 atau tesis, jurnal serta literatur-literatur 
yang relevan dan mendukung penelitian ini.  
 
6. Teknik Pengumpulan Data 
 
a. Teknik wawancara ( interview) 
 Sutrisno Hadi menjelaskan sebagai wawancara yang dilakukan dengan 
mempersiapkan pokok-pokok permasalahan terlebih dahulu yang 
kemudian dikembangkan dalam wawancara, kemudian responden akan 
menjawab secara bebas sesuai dengan permasalahan yang akan diajukan 
sehingga kebekuan atau proses wawancara dapat terkontrol (Sutrisno 
Hadi, 2001: 207). 
 
Teknik wawancara (interview) adalah merupakan suatu teknik 
pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber 
data. Komunikasai tersebut dilakukan dengan dialog (tanya jawab) secara 
lisan,baik langsung maupun tidak langsung. Pihak-pihak yang akan 
dmaksud dalam teknik wawancara disini adalah Hakim Pengadilan Negeri 
Surakarta (Fransiscamudji.wimadiun.com).  
 
 Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 22 April 2009 pukul 11.00-
12.30 WIB dengan Hakim Ganjar, SH. Selaku mediator yang ditunjuk oleh 
majelis hakim untuk menyelesaikan sengketa perdata  Nomor : 
38/pdt.G/2006/PN.Ska melalui mediasi. 
 
b. Studi dokumen atau bahan pustaka 
 
Metode ini merupakan cara pengumpulan data dengan cara membaca, 




Mediasi, buku Alternatif Penyelesaian Sengketa, perkara Perdata Nomor 
:38/pdt.G/2006/PN.Sk, makalah mengenai Pelaksanaan Mediasi, PERMA 




7. Teknik Analisis Data 
 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
analisis data kualitatif dengan menggunakan metode interaktif. Yang mana 
data kulitatif disini mengumpulkan suatu data yang diperoleh kemudian 
dilakukan penguraian terakhir diambil suatu kesimpulan. Sedangkan metode 
interaktif adalah model analisa data yang dilakukan dengan cara reduksi data. 
Penyajian data dan kemudian ditarik suatu kesimpulan 
 
Model Analisis Interaktif tersebut digambarkan sebagai berikut : 
 
           
                                            
 
  









Kegiatan komponen itu dapat dijelaskan sebagai berikut 
a. Reduksi data  
Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada 








catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus, bahkan 
sebelum data benar-benar terkumpul sampai laporan akhir lengkap tersusun. 
b. Penyajian data 
Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
 
c. Penarikan kesimpulan  
Dari permulaan data, seorang penganalisis kualitatif  mencari arti benda-
benda, keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi, berbagai kemungkinan, alur 
sebab akibat dan proporsi. Kesimpulan akan ditangani secara longgar, tetap 
terbuka dan skepstis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, 
meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar pada pokok 
  
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan hokum ini 
adalah sebagai berikut : 
BAB I :  PENDAHULUAN 
Dalam bab ini akan diuraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 
masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hokum. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. 
Kerangka teori meliputi tinjauan tentang sengketa perdata, tinjauan tentang 
mediasi dan tinjauan tentang mediator. 
BAB III:  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ketiga akan berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin 
diungkap berdasarkan rumusan masalah yaitu berupa penyelesaian sengketa 
perdata dengan cara mediasi oleh Pengadilan Negeri Surakarta dan akibat 






BAB IV :  SIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini merupakan akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan-
kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran 







BAB  II 
 
TINJAUAN PUSTAKA  
 
 
A. Kerangka Teoritik 
 
a. Tinjauan Tentang sengketa Perdata 
1) Penyelesaian Di Dalam Pengadilan (Litigasi) 
Suyud Margono berpendapat bahwa litigasi adalah gugatan atas 
suatu konflik yang diritulisasikan untuk menggantikan konflik 
sesunnguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang 
pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan (Suyud 
Margono, 2004:23). 
 
Litigasi sangat formal terkait pada hukum acara, para pihak 
berhadap-hadapan untuk saling beragumentasi,  mengajukan alat 
bukti, pihak ketiga (hakim) tidak ditentukan oleh para pihak dan 
keahliannya bersifat umum, prosesnya bersifat terbuka atau 
transaparan, hasil akhir berupa putusan yang didukung pandangan 
atau pertimbangan hakim. Kelebihan dari litigasi adalah proses 
beracara jelas dan pasti sudah ada pakem yang harus diikuti 
sebagai protap. Adapun kelemahan litigasi adalah proses lama, 
berlarut-larut untuk mendapatkan putusan yang final dan mengikat 
menimbuikan keteganagan antara pihak permuuhan; kemampuan 
pngetahuan hukum bersifat umum; tidak bersifat rahasia; kurang 
mengakomodasi kepentingan yang tidak secara langsung berkaitan 











Dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 pasal 19 
menjelaskan tentang keterpisahan mediasi dari litigasi adalah sebagai 
berikut : 
a) jika para pihak gagal mencapai kespakatan, pernyataan dan 
pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan 
sebagai alat dalam suatu proses persidangan perkara yang 
bersangkutan atau perkara lain. 
b)   Catatan mediator wajib dimusnahkan 
c)  Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses perkara 
yang bersangkutan. 
d)   Mediator  tidak dapat dikenal pertanggungjawaban pidana maupun 
perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.  
   
2) Penyelesaian Di Luar Pengadilan (Non Litigasi) 
penyelesaian sengketa didalam pengadilan ada juga sengketa 
diluar pengadilan yang disebut dengan non litigasi. Yang telah diatur 
dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang mengatur 
Tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Oleh sebab itu 
penyelesaian sengketa diluar pengadilan dibagi menjadi dua yaitu : 
a) Arbitrase 
Lembaga arbitrase melalui tenaga ahli sebagai pengganti 
Hakim berdasarkan Undang-Undang mengganti dan memutus 
suatu sengketa antar pihak-pihak yang berselisih. Arbitrase 
merupakan suatu penyelesaian sengketa diluar Pengadilan, oleh 
para wasit yang dipilih kedua elah pihak untuk bersengketa. Untuk 
menyelesaikan melalui jalur hukum yang putusannya diakui 
sebagai putusan terakhir dan mengikat. Syarat utuama agar putusan 
dapat diselesaikan melalui badan aritrase adalah adanya 
persetujuan pihak-pihak yang bersengketa bahwa sengketa mereka 
akan diselesaikan melalui arbitrase. Hakikat dari arbitrae adalah 







Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di 
luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase 
yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa 
(Sudikno Mertokusuo, 2002: 57). 
 
b) Alternatif penyelesaian sengketa 
 Sengketa atau konflik merupakan bagian dari proses interaksi 
antar manusia. Setiap individu atau pihak yang mengalami 
sengketa akan berusaha menyelesaikannya menurut cara-cara yang 
dipandang paling tepat. Secara dikotomi cara-cara penyelesaian 
sengketa yang dapat ditempuh itu meliputi dua kemungkinan, yaitu 
melalui penegakan hukum formal oleh lembaga peradilan atau 
proses diluar peradilan yang mengarah pada pendekatan kompromi 
(Muhammad Jamin,1995:32). 
 
 Pada awal pengembangan  Alternative Dispute Resolution 
(ADR) muncul pola pikir perlunya pengintegrasian komponen 
ADR ke dalam undang-undang mengenai arbitrase. Pemikiran 
tersebut dimaksudkan untuk menjadikan ADR sebagai bentuk 
alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dapat 
berkembang pesat dan sesuai dengan tujuannya. Pembentukan 
ADR sebagai alternatif penyelesaian sengketa tidak cukup dengan 
dukungan budaya musyawarah atau mufakat dari masyarakat, 
tetapi perlu pengembangan dan pelembagaan yang meliputi 
perundang-undangan untuk memberikan landasan hukum dan 
pembentukan asosiasi profesi atau jasa profesional (Suyud 
Margono, 2004: 106). 
 
Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa ditur dalm pasal 70 
Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif 
Penyelesaian Sengketa menentukan bahwa terhadap putusan 
arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan 






(a)  Surat atau dokomen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah 
putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu. 
(b)  Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat 
menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan 
(c) Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah 
satu dalam penyelesaian sengketa.  
 
Kesepakatan di luar Pengadilan juga diatur dalam Peraturan 
Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 (PERMA) pasal 23 yaitu 
sebagai berikut : 
(1) Para pihak dengan bantuan mediator besetifikat yang  berhasil 
menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan 
kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan 
perdamaian tersebut ke Pengadilan yang berwenang untuk 
memperoleh akata perdamaian dengan cara mengajukan 
gugatan. 
(2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1)harus dirtai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian 
dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan 
hujum para pihak dengan obyek sengketa. 
(3)   Hakim di hadapkan para pihak hanya akan menguatkan 
kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian 
apabila kesepakatan perdamaian tersbut memenuhi syarat-
syarat sebagai berkut : 
a. Sesuai kehendak para pihak; 
b. Tidak bertentangan dengan hukum; 
c. Tidak merugikan pihak ketiga; 
d. Dapat dieksekusi; 









b     Tinjauan tentang Mediasi 
a) Pengertian mediasi  
 Menurut pendapat Moore C.W dalam naskah akademis 
mediasi, mediasi adalah interensi terhadap suatu sengketa atau 
negoisasi oleh pihak ketiga yang dapatiterima, tidak mempunyai 
kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memantu para 
pihak yang berselisih dalam upaya mencari kesepakatan secara 
sukarela dalam menyelesaikan permasalahan yang disengketakan 
(Susanti A.N,2007:1). Mediasi adalah upaya para pihak yang 
bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui perundingan 
dengan bantuan pihak lain yang netral (Muhammad Jamin,1995:32).  
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses 
perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan 
dibantu mediator (Muchammad Zainudin,2008:1).  
 
 Kesimpulan mediasi apabila diuraikan mengandung unsur-
unsur sebagai berikut: 
a) Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa 
berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan. 
b) Mediator yang terlibat bertugas membantu para pihak yang 
bersengketa untuk mencari penyelesaian, 
c) Mediator yang terlibat harus diterima oleh para pihak yang 
bersengketa. 
d) Mediator tidak boleh memberi kewenangan untuk mengambil 
keputusan selama perundingan berlangsung. 
e) Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau mnghasilkan 
kesimpulan yang dapat diterima dari pihak-pihak yang 










b) Prinsip-prinsip mediasi 
Prinsip-prinip mediasi yang digunakan pada daarnya adalah 
sebagai berikut: 
a) Kewajiban partisipasi seluruh pihak dalam prose mediasi. 
b) Upaya maksimal untuk mencapai mufakat. 
c) Penggunaan pendekatan rekturisasi dengan pola best 
commerciaal practice. 
d) Menghormati hak-hak para pihak yang terkait. 
(gollassirait.blogspot.com). 
 
Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan tentang karakteristik dari 
prinsip dalam suatu mediasi yaitu:  
a) Accessible 
Setiap orang yang membuthkan dapat menggunakan mediasi, 
tidak ada suatu prosedur yang kaku dalam kaitannya dengan 
karakteristik antara mediasi yang satu dengan yang lainnya. 
b) Voluntary 
Setiap orang yang mengambil bagian dalam proses mediasi 
harus sepakat dan dapat memutuskan setiap saat apabila ia 
menginginkan mereka tidak dapat memaksa untuk dapat 
menerima suatu hasil mediasi apabila dia meras hasil mediasi 
tidak menguntungkan atau memuaskan dirinya. 
c) Confidential 
Para pihak ingin merasa bebas untuk menyatakan apa saja dan 
menjadi terbuka untuk kepentingan mediasi. 
d) Fasilitative  
Mediasi merupakan kreatifitas dan pendekatan pemecahan 
masalah terhadap persoalan yang dihadapi dan bergantung pada 
mediator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan 









c) Dasar hukum mediasi 
 
Dasar hukum mediasi adalah Undang-Undang No.4 Tahun 2004 
pasal 16 ayat (2) tentang kekusaan kehakiman yang berbunyi 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha 
penyelesaian perkara perdata dengan cara perdamaian. Undang-
Undang No 30 Tahun 1990 tentang arbitrese dan alternatif 
penyelesaian sengketa, yang lebih mempertegas keberadaan 
lembaga mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa. 
Menurut ketentuan dari peraturan Mahkamah Agung bahwa setelah 
dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di 
Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia No 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa 
permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung 
Tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
No 2 Tahun 2003 direvisi dengan maksud untuk lebih 
mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di 
Pengadilan. Sehingga Peraturan  Mahkamah agung No 2 Tahun 
2003 diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 
tentang prosedur mediasi di Pengadilan (Perma No 1 Tahun 2008). 
 
d) Tujuan mediasi 
 
 Mediasi  mempunyai suatu tujuan-tujuan. Adapun 
tujuan dari mediasi adalah sebagai berikut: 
a) Mencapai atau menghasilkn kesepakatan yang dapat diterima 
oleh para pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. 
b) Merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan 
perundingan atau negosiasi. 
c) Mediasi lazimnya terjadi setelah para pihak yang bersengketa 
melakukan negosiasi (dan gagal mencapai kesepakatan). Karena 




negosiasi dengan melibatkan pihak ketiga yang mmiliki 
pengetahuan tentang prosedur negosiasi yang efektif dan 
berfungsi membantu para pihak yang bersengketa 
mengkoordinasikan negoisinya agar berjalan efektif dan efisien. 
 
Tujuan mediasi dalam hal ini dibagi menjadi dua bagian yaitu 
tujuan utama dan tujuan tambahan.Yang dimaksud dengan tujuan 
utama yaitu membantu mencarikan jalan keluar atau alternative 
penyelesaian atas sengketa yang timbul diantara para pihak yang 
disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. 
Dengan demikian proses negosiasi adalah proses yang forward 
looking dan bukan backward looking. Yang hendak dicapai 
bukanlah mencari kebenaran dan atau dasar hukum yang diterapkan 
namun kepada penyelesaian masalah.” the goal is not truth finding 
or low imposing but problem solving”(Lovenheim, 1996: 1.4). 
 
Sedangkan untuk tujuan tambahan disini yaitu dengan 
melalui proses mediasi diharapkan dapat dicapai terjalinnya 
komunikasi yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa 
dan menjadikan para pihak yang bersengketa dapat mendengar, 
memahami alasan atau penjelasan atau argumentasi yang menjadi 
dasar atau pertimbangan pihak lain. Dengan adanya pertemuan tatap 
muka, diharapkan dapat mengurangi rasa marah atau bermusuhan 
antara pihak-pihak yang satu dengan yang lainnya”(Lovenheim, 
1996: 1.4). 
 
e) Proses mediasi 
 Dalam suatu mediasi dijelaskan tentang tahap-tahap proses 
mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung berlangsung No 
1 Tahun 2008 pada bab III pasal 13 tentang penyerahan resume 
perkara dan lama proses mediasi sebagai berikut: 
a) Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak 




dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan 
kepada mediator. 
b) Dalam waktu paling sedikit 5 hari kerja setelah para pihak gagal 
memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan 
resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk. 
c) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari keja sejak 
mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua 
majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) 
dan (6). 
d) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu proses 
mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan 
alat komunikasi. 
e) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu 
pemeriksaan perkara. 
f) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi 
dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat 
komunikasi 
 
  Proses mediasi dalam hal ini dibai menjadi dua tahap yaitu pra  
mediasi dan tahap mediasi, yang mana sudah diatur dalam PERMA 
No 1 Tahun 2008 yaitu : 
a. Tahap pra Mediasi 
 
 Pada hari sidang yang telah ditentukan yang telah 
ditentukan oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan para 
pihak untuk melakukan mediasi. Kehadiran dari pihak turut 
Tegugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi, sehingga 
hakim melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak 
mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif 
dalam proses mediasi.kuasa hukum para pihak berkewajiban 
mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif 
dalam proses mediasi. hakim wajib menunda proses 
persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada 




prosedur mediasi dalam perma ini kepada para pihak yang 
bersengketa.  
 
b. Tahap Mediasi 
 
 Ketika para pihak sepakat untuk melakukan proses 
mediasi, yang mana para pihak berkehendak untuk mencapai 
kesepakatan penyelesaian atas sengketanya. Mediasi akan 
berjalan dengan kondisi-kondisi sebagai berikut : 
(1) Mediator adalah seorang fasilitator yang akan membantu 
para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dikehendaki 
oleh para pihak. 
(2) Mediator tidak memberi nasehat atau pendapat hukum. 
(3) Para pihak yang bersengketa dapat meminta pendapat par 
ahli baik dari sisi hukum lainnya selama proses mediasi 
berlangsung. 
(4) Mediator tidak dapat bertindak sebagai penasehat hukum 
terhadap salah satu pihak dalam kasus yang sama ataupun 
yang berhubungan dan ia juga tidak dapat bertindak sebagai 
arbiter atau kasus yang sama. 
(5) Para pihak paham agar proses mediasi dapat berjalan 
dengan baik maka diperlukan proses komunikasi yang 
terbuka dan jujur, selanjutnya segala bentuk negosiasi dan 
pernyataan baik tertulis maupun lisan yang dibuat dalam 
proses mediasi akan diperlukan sebagai informasi yang 
bersifat tertutup dan rahasia 
 
Kovach ( Kimberlee K Kovach dalam Suyud Margono, 2004 
:64) membagi proses mediasi ke dalam 9 tahapan berikut : 
a) Penataan atau pengaturan awal. 
b) Pengantar atau pembukuan oleh meditor, 
c) Pernyataan pembukan oleh para pihak, 
d) Pengumpulan informasi, 




f) Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah, 




c         Tinjauan Tentang Mediator 
 
1) Pengertian mediator 
 Pengertian Mediator menurut Muchammad Zainudin adalah 
pihak ketiga yang terlibat dalam suatu proses negosiasi atas 
permintaan para pihak secara sukarela dan harus bersikap netral 
(Muchammad Zainudin,2008 :4). 
 
Menurut Peraturan Mahkmah Agung No 1 Tahun 2008 
mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam 
proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan 
penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau 
menyelesaikan sebuah penyelesaian (PERMA NO 1 TAHUN 2008). 
 
2) Fungsi mediator 
Mediator sebagai penengah dalam suatu proses mediasi 
mempunyai fungsi tersendiri sebagai seorang mediator. Fungsi yang 
dimaksud adalah sebagai berikut: 
a) Memperbaiki kelanaan komunikasi antara para pihak yang 
biasanya ada hambatan dan sekat-sekat pikologis. 
b) Mendorong terciptanya suasana yang kondusif untuk memulai 
negosiasi yang fair. 
c) Secara tidak langsung mendidik para pihak atau memberi 
wawasan tentang proses dan substansi negosiasi yang sedang 
berlangsung. 
d) Mengklarifikasi masalah-masalah substansial dan kepentingan 








3) Posisi mediator 
 Sebagai seorang mediator haruslah memiliki posisi, dalam hal 
ini khususnya dalam menangani kasus mediasi. Adapun posisi 
mediator dalam hal ini adalh sebagai berikut : 
a) Mediator tidak boleh melakukan penilaian tentang siapa yang 
benar dan siapa yang salah diantara para pihak yang sedang 
berselisih atau bersengketa. 
b) Mediator adalah pihak netral yang membantu para phak dalam 
proses negosiasi guna mencari erbagai kemungkinan 
penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau 
memaksakan sebuah penyelesaian. 
c) Mediator tidak boleh mengambil suatu keputusan atas 
persengketan atau konflik yang sedang berlansung antar para 
pihak. 
d) Mediaor hanya berposisi sebagai fasilitator yang mempelancar 
jalnnya suatu proses negoisasi yang berlangsung antara para 
pihak atau para negosiator yang mewakili kepentingan para 
pihak (Muchammad Zainudin, 2008: 2-3). 
 
4) Peran mediator dalam proses mediasi 
 Berbagai peran mediator dalam proses mediasi secara deskripsi 
meliputi: 
a) Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar. 
b) Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi 
c) Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diantara para 
pihak. 
d) Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam 
komunikasi yang baik. 
e) Menguatkan suasana komunikasi. 
f) Membantu para pihak untuk menghadap situasi dan keanyataan. 
g) Memfasilitas creatif problem-solving diantara para pihak. 






 Berkaitan dengan fungsi dan peran mediator yang sangat 
penting dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri, Mahkamah 
Agung diharapkan dapat segera mengadakan pelatihan-pelatihan 
untuk para hakim di Pengadilan Negeri di daerah-daerah, sehingga 
para hakim yang menjadi moderator mendapat wawasan yang cukup 
untuk untuk melaksanakan mediasi, para hakim mediator diharapkan 
untuk mempelajari lebih dalam mengenai mediasi. Mengingat waktu 
yang digunakan untuk mediai dengan moderator dari dalam 
pengadilan hanya 22 hari, maka diharapkan para hakim mediator 
dapat menyusun strategi yang tepat sehingga lebih bisa 
memanfaatkan waktu dengan baik (diglib.uns.ac.id). 
 
Dalam proses sebuah mediasi, mediator menjalankan peran 
untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini 
diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu 
para pihak dalam memberi pemahamannya yang benar tentang 
sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternative, solusi 
yang terbaik bagi penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi. 
Prinsip ini kemudian menuntut mediator adalah orang yang 
memiliki pengetahuan yang cukup luasa tentang bidang-bidang 
terkait yang di persengketakan oleh para pihak 
(kabarbbas.wordpress.com). 
 
Selain itu peran mediator adalah membantu para pihak untuk 
mencapai kesepakatan, antara lain dengan cara penyampaian saran-
saran substantif tentang pokok sengketa. 
 
Menurut pendapat dari Gary Goodspaster dalam bukunya 
”Panduan Negosiasi dan Mediasi” menyimpulkan peran penting 
mediator adalah : 
a) Melakukan diagnosa konlik 




c) Menyusun agenda 
d) Mempelancar dan mengendalikan komunikasi 
e) Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-
menawar 
f) Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting 
g) Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan 
h) Diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesian. 
































B. Kerangka Pemikiran 
 
 
































Gambar : Kerangka Pemikiran 











PERDATA DENGAN CARA 
MEDIASI YANG DILAKUKAN 











Penjelasan dari kerangka pemikiran di atas adalah sebagai berikut :  
 
Sengketa perdata masuk ke Pengadilan Negeri Surakarta, penyelesaian dalam 
Pengadilan Negeri Surakarta melalui dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahap 
mediasi. pada tahappra mediasihanya dijelaskan dalam penunjukan majelis hakim, 
para anggota dan panitera sedangkan  pada tahap mediasi majelis hakim pemeriksa 
perkara menyarankan kepada para pihak apakah dalam hal ini penunjukan mediator 
dipilih oleh para pihak atau Majelis Hakim, Para pihak sepakat untuk mediator 
penunjukan mediator dilakukan oleh Majelis hakim. Setelah  dilakukan penunjukan 
mediator oleh majelis hakim maka dilakukan proses mediasi oleh majelis hakim. 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Hasil Penelitian 
Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan pokok perkara perdata dengan 
nomor 38/Pdt.G/2006/PN.Ska. diperoleh data sebagai berikut : 
 
Dalam penelitian hukum ini adanya suatu sengketa perdata yang gugatannya 
diajukan dan dilakukan perdamaian di dalam Pengadilian Negeri Surakarta melalui 
jalan mediasi. Gugatan disini adalah gugatan utang-piutang yang mana gugatan ini 
diputus pada tanggal 7 Agustus 2006. Selesai pada tanggal 24 Agustus 2006 dan 
diberi nomor pokok perkara : 38/pdt.G/2006/PN.Ska. 
Identitas dari para pihak yaitu dari pihak Pengugat dalam sengketa ini adalah 
Tuan SH, bertempat tinggal di Jalan Gilingan No 120 (Gilingan RT 05 RW 05). Kec. 
Banjasari . kota Surakarta. Dalam hal ini Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya 
yaitu Liliek Djaliyah M.Sururi, SH.MH, Heru Drajat S, SH, Tety P, SH dan Yeni 
Rosita W, SH yang masing-masing berprofesi sebagai advokat yang beralamat di 
lalan Srigunting No 36 Kerten, Laweyan, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 
tertanggal 25 Pebruari 2006. 
Identitas dari para tergugat dalam sengketa ini adalah NY MTH, pekerjaan 
swasta, beralamat di Mangkuyudan RT 10 RW 03, kel Purwosari. Kec. Laweyan kota 
Surakarta dalam hal ini Tergugat didampingi oleh kuasa hukumnya  H.M. Reskams 
Bindariim, SH.MH, Dwi Wahyu PW, SH, Andi Prasetyo W, SH yang masing-masing 
berprofesi sebagai advokat yang beralamat di jalan Mayor Kusmanto No 30 Klaten. 
yang mana dalam hal ini mereka sebagai kuasa hukum Tergugat I. AHS, pekerjaan 
swasta, bertempat tinggal di Surowedanan jalan Bayam No 1 RT 01 RW 09 
Kelurahan Pulisen, Kec. Boyolali, kab. Boyolali (Tergugat I) dan BTR, pekerjaan 
swasta, bertempat tinggal di Surowedanan jalan Bayam No 1 RT 01 RW 09 
Kelurahan Pulisen, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali. (Tergugat II). Dalam hal ini 
Tergugat II dan Tergugat III didampingi oleh kuasa hukumnya Drs. Suwanto, SH dan 
Joko Sumortono, SH yang masing-masing berprofesi sebagai advokat yang beralamat 




   
 
Terjadinya sengketa ini bermula dari pada awal bulan Mei 2004 Tergugat I 
datang ke kantor dimana tempat kerja dari Penggugat yang beralamat di jalan Slamet 
Riyadi No 486 Porwosari Surakarta dengan diantar oleh Tergugat II dengan maksud 
untuk meminjam uang sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) guna 
menambah modal usaha mebel yang selama ini dijalankan oleh Terguat I. untuk 
meyakinkan Penggugat , Tergugat I membawa jaminan berupa 4 buah sertifikat atas 
nama Tergugat I dan masih ditambah sertifikat atas nama suami Tergugat II yaitu 
Tergugat III. Tergugat I dan Tergugat II meyakinkan Pengugat bahwa tidak akan  
terjadi apa-apa dan akan menbayar hutang beserta bunganya sesuai dengan yang 
disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam akte pengakuan hutang  ditegaskan bahwa 
jumlah hutang Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000.000,-(tiga miliar 
rupiah), dengan bunga 3,3 % sebulan dan akan dikembalikan (dibayar lunas) 
selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun atau tanggal 13 Mei 2005. Sampai 
gugatan ini dimasukan ke Pengadilan Negeri Surakarta, maka Tergugat mempunyai 
kewajiban untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar : 
 
a. Utang pokok Rp 3.000.000.000,-(tiga miliar rupiah) 
b. Bunga yang harus dibayar 3,3% perbulan, dihitung sejak bulan oktober 2004 
sampai dengan Maret 2006, berjumlah : 3,3% x 17 x Rp 3.000.000.000,- = Rp 
1.683.000.000 
c. Denda sebesar 0,05% tiap hari keterlambatan, dihitung sejak Oktober 2004 
sampai dengan Maret 2006 = 0,05% x 30 hr x 17 x Rp 3.000.000.000 = Rp 
765.000.000 
d. Jumlah utang selurhnya yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat 
sampai dengan bulan maret 2006 = hutang pokok + bunga + denda = Rp 
3.000.000.000 + Rp 1.683.000.000 + Rp 765.000.000 =Rp 5.448.000.000 
e. Jumlah utang tersebut akan tetap bertambah sampai dengan Tergugat membayar 
utangnya kepada Penggugat. 
f. Apabila setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Tergugat 
terlambat membayar utangnya kepada Penggugat, maka mohon ditetapakan 






   
Perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutangnya kepada Penggugat, telah 
menimbulkan materiil dan imateriil, yaitu : 
 
a. Kerugian Materiil 
Penggugat terpaksa mondar-mandir untuk mengurus masalah ini dan 
mengeluarkan biaya-biaya oprasional yang sangat banyak diperhitungkan 
sejumlah Rp 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah). 
 
b. Kerugian Immateriil 
Penggugat merasa sangat tertekan batinnya, kehilangan waktu bekerja, 
konsentrasi hanya tertuju pada masalah ini sehingga etos kerjanya sangat 
menurun dan para karyawannya juga ikut merasakan hal ini sehingga para 
karyawan, utamanya yang berkaitan denan keuangan sangat pontang-panting dan 
pekerjaanya terbengkalai dan hal itu berakibat merugikan perusahaan. 
Kerugian imateriil yang dirasakan oleh Penggugat sangat besar nilainya, apabila 
diperhitungkan secara materil. Oleh karena itu Penggugat mohon agar kerugian 
imateriil ini diperhitungkan dengan uang senilai Rp 10.000.000,-(sepuluh miliar 
rupiah). Dengan demikian kerugian Materiil dan Imateriil berjumlah : 
- Kerugian Materiil …………………  :     Rp      250.000.000,- 
- Kerugian Immateriil……………….. :     Rp 10.000.000.000.- + 
     Rp  10.250.000.000,- 
 
Berdasarkan kasus diatas, pada awalnya Penggugat sudah berupaya untuk 
menagih hutangnya ke Tergugat. Tetapi dalam hal ini Tergugat selalu mengulur 
waktu hingga sampai saat ini gugatan masuk ke Pengadilan Negeri Surakarta 
Tergugat belum juga membayar hutangnya ke Penggugat. Itulah yang menjadi alasan 
mengapa akhirnya sengketa ini berujung ke Pengadilan Negeri Surakarta, dalam 
proses penyelesaian ini pihak Pengadilan Negeri Surakarta menempuh jalan mediasi.  
 
Dari hasil penelitian diatas, maka Pengadilan Negeri Surakarta dalam hal ini 
akhirnya menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara mediasi yang dalam proses 






   
B. Pembahasan 
1. Penyelesaian Sengketa Perdata dengan cara Mediasi yang oleh 
Pengadilan Negeri Surakarta. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Ganjar Susilo, SH selaku hakim 
mediator dalam perkara Nomor : 38/pdt.G./2006/PN.Ska, pada hari Rabu tanggal 
22 April 2009 Dalam Pengadilan Negeri Surakarta proses penyelesaian sengketa 
perdata ada dua tahap yaitu : 
 
a) Tahap Pra Mediasi 
Dalam tahap ini penggugat terlebih dahulu memasukan gugatanya ke 
Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 25 pebruari 2006, kemudian pada 
tanggal 28 Maret 2006 gugatan tersebut diterima oleh Pengadilan Negeri 
Surakarta dengan Nomor :38/pdt.G/2006/PN.Ska. Setelah itu ketua Pengadilan 
Negeri Surakarta menunjuk majelis hakim pemeriksa perkara tersebut dengan 
surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta dengan Nomor 
38/pdt.G/2006/PN.Ska. Majelis hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara 
ini yaitu : 
 
- Suroso, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis 
- Pragsono, SH. Sebagai Hakim Anggota 
- JV.Rahantoknam, SH. Sebagai Hakim Anggota 
- Hendro Bayu, SH. Sebagai Panitera Pengganti 
 
Sehingga berdasarkan Surat Penetapan ketua Pengadilan Negeri dengan 
Nomor :38/pdt.G/2006/PN.Ska, saat itu juga ditentukan hari sidang pada hari 
Rabu tanggal 13 April 2006. Hal ini juga sudah dilakukannya sidang pertama 









   
Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor  38/pdt.G/2006/PN.Ska, 
setelah hari sidang pertama tiba, maka Ketua Majelis Hakim segeralah 
menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum dengan mengetukan palunya 
diatas meja satu kali. Pada hari sidang pertama yang jatuh pada tanggal 13 
April 2006, dalam hal ini Tergugat I, II dan II meskipun sudah dipanggil 
dengan cara patut. Mereka masing-masing hanya diwakili kuasa hukum 
mereka sendiri, Tergugat I tidak hadir dalam persidangan dikarenakan adanya 
kepentingan yang mendadak. Pihak yang hadir pada sidang pertama hanya 
Penggugat dan kuasa hukumnya. 
Majelis Hakim menunda jalannya persidangan dikarenakan 
ketidakhadiran Tergugat I, II, dan III majelis hakim kemudian memberikan 
kesempatan untuk para Tergugat agar hadir dalam sidang berikutnya, Majelis 
Hakim juga memerintahkan agar Penggugat dihadirkan pada hari sidang 
berikutnya tanpa surat pemanggilan. 
Pada hari yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim Tergugat I tidak 
hadir dalam persidangan, dikarenakan Tergugat I pergi keluar kota.  Tergugat I 
hanya diwakilkan oleh kuasa Hukum Tergugat Andi Prasetyo Wibowo, SH. 
Kemudian pada tanggal 18 April Pengadilan Negeri Surakarta memanggil 
Tergugat II dan III agar mereka datang menghadap dimuka sidang Pengadilan 
Negeri Surakarta untuk didengar keterangannya sebagai Tergugat II dan III 
pada hari senin tanggal 8 Mei 2006 pukul 09.00 WIB. 
Pada tanggal 11 juli 2006, Pengadilan Negeri Surakarta memanggil 
kuasa hukum Tergugat I yaitu H.M. Reskams Bindarlim, SH.MH, Dwi Wahyu 
P, SH dan Andi Prasetyo Wibowo, SH agar datang menghadap di muka sidang 
Pengadilan Negeri Surakarta yang dilangsungkan di gedung yang terletak di 
jalan Brig.Jend.Slamet Riyadi No 290 Surakarta, pada hari Senin tanggal 17 
Juli 2006 pukul 09.00 WIB. Untuk didengar keteangannya sebagai kuasa 
hukum Tergugat I dalam pemeriksaan perkara perdata 
No.38/Pdt.G/2006/PN.Ska, dengan memberitahukan kepadanya agar 
membawa saksi-saksi yang ingin di dengar keterangannya dan surat-surat yang 






   
Majelis Hakim dalam memeriksa perkara No.38/Pdt.G/2006/PN.Ska 
dalam hal ini menerangkan bagi para pihak bahwa dalam proses pemeriksaan 
perkara perdata, yang mana sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung 
No 1 Tahun 2008 (PERMA), mewajibkan hakim untuk menempuh jalan 
mediasi yang sifatnya wajib dilaksanakan pada setiap  Pengadilan Negeri yang 
menangani perkara perdata. 
Majelis Hakim dalam hal ini sebagai Pemeriksa Perkara Perdata 
No.38/Pdt.G/2006/PN.Ska, telah memenuhi syarat yang terdapat dalam pasal 2 
Ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 
(PERMA). Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 
(PERMA) menyebutkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku 
untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan. Pasal (2) 
Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 (PERMA) menyebutkan bahwa 
Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian 
sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini. Pasal (3) Peraturan 
Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 (PERMA) menyebutkan bahwa Tidak 
menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan 
pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan ayau pasal 154 Rbg yang 
mengakiatkan putusan batal demi hukum Pasal (4) Peraturan Mahkamah 
Agung No 1 Tahun 2008 (PERMA) menyebutkan bahwa Hakim dalam 
pertinbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang 
bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan 
menybutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan. 
 Majelis Hakim dalam hal menangani perkara perdata menerangkan pada 
kedua belah pihak, bahwa setiap penyelesaian sengketa perdata harus melalui 
mediasi terlebih dahulu. Oleh sebab itu Ketua Majelis Hakim menjelaskan 
bahwa Pengadilan Negeri Surakarta adanya mediator-mediator yang nantinya 
dapat dipergunakan untuk membantu proses penyelesaian perkara perdata 
dengan cara mediasi. Dalam hal ini penunjukan mediator yang dilakukan oleh 
Ketua Majelis Hakim pada tanggal 15 Mei 2006. 
 Majelis Hakim memberikan penjelasan bahwa untuk mediator dapat 
dipilih sendiri dari luar Pengadilan atau dari dalam Pengadilan. Untuk 
mediator dari dalam Pengadilan, yang memilih adalah Majelis Hakim. Apabila 




   
Surakarta, maka para pihak tidak dipungut biaya sama sekali. Sedangkan 
apabila para pihak menggunakan mediator dari luar Pengadilan Negeri 
Surakarta maka para pihak dipungut biaya sesuai dengan perkara yang 
ditangani. Para pihak disini diberi pilihan oleh Majelis Hakim apakah untuk 
mediator akan ditentukan sendiri atau menggunakan mediator yang sudah 
ditentukan oleh Majelis Hakim yang namanya sudah ada dalam daftar 
mediator Pengadilan Negeri Surakarta.  
Apabila para pihak ingin menggunakan mediator dari dalam Pengadilan 
Negeri Surakarta, maka Majelis Hakim menanyakan lagi, untuk mediator 
apakah dapat dipilih sendiri atau dipilih oleh Ketua Majelis Hakim untuk 
menetapkan mediator. 
Dari hasil pertanyaan tersebut, maka para pihak sepakat untuk 
menyerahkan semuanya termasuk dalam memilih mediator yang sudah 
ditentukan oleh Majelis Hakim. Pada hari sidang berikutnya Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Surakarta menetapkan  mediator yaitu Ganjar Susilo, 
SH.(Hakim Pengadilan Negeri Surakarta) sebagai mediator dalam menangani 
perkara perdata Nomor : 38/Pdt.G/2006/PN.Ska pada tanggal 15 Mei 2006. 
Dari keterangan diatas, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara 
ini telah memenuhi syarat-syarat dalam tahap pra mediasi. Hal ini sesuai 
dengan ketentuan dari pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 
Tahun 2008 (PERMA) yang meyebutkan bahwa Dalam waktu paling lama 
hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak 
dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk. 
Dalam perkara Nomor : 38/Pdt.G/2006/PN.Ska dalam hal ini telah 
menentukan pilihan untuk membantu para pihak yang bersengketa yaitu, 
hakim mediator yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Surakarta, untuk 
penetapan seorang mediator akan dimintai bantuan dan diserahkan kepada 
majelis hakim pada saat hari sidang, sehingga waktu paling lama yang 
digunakan adalah dua hari kerja.  
Dalam hal ini telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 
Tahun 2008 (PERMA) pasal 7 ayat (6) yang berbunyi Hakim wajib 
menjelaskan prosedur mediasi dalam perma ini kepada para pihak yang 
bersengketa.dan dijelaskan pula dalam Peraturan Mahkmah Agung No 1 




   
mediator hakim tidak dipungut biaya. Majelis hakim disini menjelaskan bahwa 
dalam pemilihan hakim mediator yang dipilih dari dalam Pengadilan Negeri 
Surakarta tidak dipungut biaya sedikitpun., sebaliknya apabila para pihak 
menggunakan jasa mediator dari luar Pengadilan Negeri maka para pihak 
tersebut dibebankan biaya sesuai dengan pokok perkara yang ditangan 
berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Majelis hakim juga menjelaskan 
bahwa tentang pemilihan mediator hanya dibutuhkan waktu paling lama dua 
hari kerja. 
Mengenai penetapan pada penunjukan mediator dalam pokok perkara 
Nomor : 38/Pdt.G/2006/PN.Ska dengan tanggal penetapan 15 Mei 2006. Hal 
ini seseai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 
(PERMA) pasal 11 ayat (4) berbunyi Jika setelah jangka waktu maksimal 
sebagaimana dimaksud ayat (1) terpenuhi, para pihak tidak dapat bersepakat 
memilih mediator yang dikehedaki, maka para pihak wajib menyampaikan 
kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim. Pada saat 
hari sidang yang telah ditentukan ternyata para pihak tidak dapat atau telah 
gagal memilih mediator, maka para pihak melaporkan kegagalanya kepada 
majelis hakim dan para pihak meminta agar majelis hakim dapat membantu 
dalam memilih mediator. 
Dalam hal ini dimungkinkan para pihak tidak menyukai atau menyetujui 
mediator yang telah dipilih oleh Majelis hakim, dikarenakan para pihak tidak 
mengenal mediator tersebut secara mendetail, keseluruhan dan juga mungkin 
para pihak tersebut masih meragukan apakah mediator yang dipilih oleh 
majelis hakim bisa membantu mereka dalam menyelesaikan masalah yang 
dihadapinya dan juga bisa mendamaikan para pihak dengan cara mediasi yang 
telah disarankan oleh majelis hakim. 
Menyikapi masalah ini, majelis hakim tetap akan menjalankan suatu 
prosses mediasi yang mana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 
1 Tahun 2008 (PERMA) pasal 9 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) yang 







   
(1) Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan 
menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) 
nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau 
pengalaman para mediator. 
(2) Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki 
sertifikat dalam daftar mediator. 
(3) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator 
yang bersetifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat 
ditempatkan dalam daftar mediator. 
(4) Mediator bukan hakim yang bersertiikat dapat mengajukan permohonan 
kepada ketua pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar 
mediator pada pengadilan yang bersangkutan 
(5) Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, ketua pengadilan 
menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator. 
(6) Setelah memerikasa dan memprbarui daftar mediator. 
(7) Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar 
mediator berdasarkan alasan-alasan obyektif, antara lain, karena mutasi 
tugas, berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan dan 
pelanggaran atas pedoman perilaku.  
 
Majelis hakim dalam hal ini sebelumnya sudah menayakan kepada para 
pihak tentang penggunaan mediator dalam daftar Pengadilan Negeri apakah 
dipilih sendiri atau diserahkan sepenuhnya oleh majelis hakim. Majelis hakim 
disini didasrkan berdasrakan atas asas perdailian yang sederhana, biaya ringan, 
murah dan cepat. Majelis hakim disini juga menjelaskan dalam menentukan 
dan memilih mediator diberi waktu paling lama dua hari, namun pada 
kenyataannya para pihak tidak bisa menentukan pilihan mediator mana yang 
sesuai dengan keinginan para pihak, oleh sebab itu para pihak sepakat 
menyerahkan semuanya kepada majelis hakim dalam membantu para pihak 
dalam menentukan dan memilih mediator, sehingga dalam hal ini mediator 
yang dipilih oleh majelis hakim nantinya diharapkan dapat membatu majelis 
hakim dalam suatu persidangan dan diharapkan mengurangi jadwal sidang 





   
 
Dari pernyataan diatas merupakan suatu tindakan yang sama sekali tidak 
bertentangan dengan Peraturan Mahkamh Agung No 1 Tahun 2008 (PERMA) 
yang terdapat dalam pasal 11 ayat (4), karena permintaan dari para pihak. 
Majelis hakim dalam perkara Nomor :38/Pdt.G/2006/PN.Ska yang dalam hal 
ini harus mentaati dan harus menyesuaikan Peraturan Mahkamah Agung No1 
Tahun 2008 (PERMA) karena dalam hal ini PERMA sifatnya wajib yang 
harus ada dalam suatu Pengadilan Negeri. Jadi dalam setiap Pengadilan Negeri 
harus menggunakan Peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung apabila 
Pengadilan Negeri tersebut tidak menggunakan ketentuan ini maka Pengadilan 
Negeri tersebut belum memahami Peraturan tersebut. 
Dalam hal ini mediator pada Pengadilan Negeri Surakarta telah 
ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2006. Dalam pasal 9 ayat (3) disebutkan 
bahwa  jika dalam wilayah Pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator 
yang bersertifikat, semua hakim pada Pengadilan yang bersangkutan dapat 
ditempatkan dalam daftar mediator. Yang dimaksudkan dalam Peraturan 
Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 adalah apabila dalam suatu Pengadilan 
Negeri tidak ada suatu mediator yang bersertifikat atau yang tidak mempunyai 
sertifikat khusus yang menerangkan bahwa dirinya bisa ditunjuk sebagai 
mediator, maka semua hakim yang tidak mempunyai sertifikat dapat 
mendaftarkan sebagai mediator. 
Sertifikat disini dalam penunjukan oleh seorang mediator sangatlah 
penting, diharapkan untuk menjadi seorang mediator wajib memiliki sertifikat. 
Namun ada juga mediator yang tidak mempunyai sertifikat tetapi dia bisa 
menjadi mediator mungkin karena hakim yang ditunjuk sebelumnya sudah 
berpengalaman. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 
Tahun 2008 (PERMA) pada tanggal 4 sampai 7 Agustus yang mengatur 
tentang prosedur mediasi di Pengadilan sifatnya wajib bagi setiap Pengadilan 
Negeri yang dalam hal ini menangani kasus sengketa perdata dengan cara 
mediasi, serta mewajibkan bagi semua seorang hakim mediator memiliki 







   
Dalam menjadi seorang mediator dharuskan mempunyai pengetahuam 
yang luas khususnya alam bidang hukum. Pengatuhuan yang dimiliki oleh 
seorang mediator tidak hanya pengetahuan di bidang perdata tetapi dalam 
bidang pidana. Tetapi dalam pengadilan jarang dijumpai mediator yang 
menagani kasus pidana kebanyakan mediator menangani kasus perdata. 
Majelis hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam hal ini telah 
memberikan kepercayaan kepada Sdr. Ganjar Susilo, SH untuk menjadi 
mediator dalam menangani kasus penyelesaian sengketa perdata. Majelis 
hakim dalam memilih Sdr. Ganjar Susilo menjadi mediator diharapkan 
nantinya dapat membantu menangani kasus sengketa ini. 
Mengenai Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta 
Nomor: 38/Pdt.G/2006/PN.Ska tertanggal 15 juni 2006 yang menetapkan Sdr. 
Ganjar Susilo, SH sebagai mediator tidak didampingi oleh notulen 
dikarenakan hal ini tidak tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 (PERMA). 
Pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada hari sidang ketiga 
pada tanggal 15 Mei 2006,  majelis hakim memanggil para pihak untuk hadir 
dalam persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya. Dalam sidang 
ini majelis hakim adalah pembacaan penetapan oleh majelis hakim dan 
memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk 
memanggil para pihak gar nantinya bisa hadir dalam sidang berikutnya tanpa 
dipanggil lagi. 
Pada hari sidang ketiga, sekaligus menetapkan untuk sidang berikutnya 
ternyata pihak Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah selama 2 kali 
namun tidak hadir  kemuka persidangan serta tidak mengirimkan wakilnya 
yang sah kemuka persidangan maka persidangan dalam perkara ini dilanjutkan 
dengan acara perdamaian. Sehubungan dengan hal terebut maka majelis hakim 
menyerahkan kepada para pihak untuk menunjuk mediator yang 
menyelesaikan sengketa para pihak , untuk hal tersebut para pihak kemmudian 
memberitahukan dan menunjuk Hakim Pengadilan Negeri Surakartayang 
bernama : Ganjar Susilo, SH sebagai hakim mediator untuk menyelesaikan 





   
Setelah para pihak melakukan mediasi, hasil dari mediasi tersebut 
dilaporkan oleh mediator kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim 
menerima hasil laporan dari mediator dan segera mengadakan persidangan 
karena mediasi telah gagal dilakukan oleh meditor. Persidangan dilaksanakan 
pada tanggal 7 Agustus dengan dihadiri para pihak yang sebelumnya sudah 
dilakukan pemanggilan. Selanjutnya majelis hakim memberitahukan bahwa 
pada persidangan hari ini beraarakan : kesepakatan perdamaian, atas 
kesempatan yang diberikan majelis hakim, kuasa hukum penggugat, kuasa 
hukum tergugat I, dan kuasa hukum tergugat II dan III, memberitahukan 
bahwa telah terjadi kesepaktan perdamaian atas perkara ini dan telah dibuat 
Akta Perdamaian tertanggal 5 Agustus 2006 yang ditanda tangani oleh para 
Penggugat dan para Tergugat serta para kuasa hukumnya masing-masing dan 
selanjutnya dibuat putusan.  
 
b) Tahap Mediasi 
Majelis hakim dalam pokok perkara Nomor:38/pdt.G/2006/PN.Ska 
berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor:38/Pdt.G/2006/PN.Ska pada 
tanggal 15 Mei menunjuk Ganjar Susilo, SH sebagai mediator dalam perkara 
Nomor:38/Pdt.G/2006/PN.Ska. dalam hal ini Ganjar Susilo, SH adalah hakim 
pada Pengadilan Negeri Surakarta. 
Majelis Hakim dalam hal ini memperkenalkan sdr Ganjar Susilo, SH 
kepada kedua belah pihak sebagai mediator dalam pokok perkara 
Nomor:38/Pdt.G/2006/PN.Ska  untuk menyelesaikan sengketa perdata. Pada 
hari sidang yang telah ditentukan oleh majelis hakim, majelis hakim 
memberikan penjelasan bahwa batas waktu yang diberikan untuk 
menyelesaikan proses penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi 
adalah empat puluh hari kerja, kemudian setelah empat puluh hari kerja 
majelis hakim langsung menentukan hari sidang untuk mendengarkan laporan 
dari mediator. Majelis hakim setelah selesai memberikan penjelasan kemudian 
menyerahkan perkara tersebut ke mediator sepenuhnya untuk diusahakn 
perdamaian melalui mediasi. Hasil dari kesepakatan perdamaian oleh para 




   
Dalam hal ini mediator kemudian menempuh langkah-langkah untuk 
mulai mempuh proses mediasi ataupun tahap mediasi. Langkah tersebut adalah 
sebagai berikut : 
 
(1) Menentukan jadwal pertemuan 
Dalam hal ini pertemuan dibuat dalam rangka pelaksanaan mediasi, 
biasanya dalam melakukan pertemuan biasanya dilakukan di ruang 
mediasi yang sudah dipersiapkan oleh mediator. Petemuan ini tidak 
boleh melebihi dari 40 hari kerja. Proses mediasi harus selesai paling 
lama 40 hari kerja. Hal ini seseuai dengan Peraturan Mahkamah Agung 
No 1 Tahun 2008 pasal 15 ayat (1) yang berbunyi Mediator wajib 
mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak 
untuk dibahas dan disepakati. Dari hasil kesepakatan antara mediator dan 
para pihak, maka telah disepakati untuk mengadakan suatu pertemuan 
setiap minggunya dan tidak boleh melebihidari 40 hari kerja. 
 
(2) Melakukan kaukus 
 Kaukus adalah suatu pertemuan yang dilakukan oleh mediator yang 
mana pertemuan ini dilakukan secara terpisah antara Penggugat dan 
Tergugat. Pertemuan ini dilakukan terpisah dan waktunya pun berbeda 
karena untuk mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak. Pertemuan 
ini dilakukan di ruangan yang sama yaitu ruang mediasi Pengadilan 
Negeri Surakarta. Mediator pada awalnya bertanya pada Penggugat 
permasalahan apa yang sedang dihadapi saat ini. Setelah mendengar 
penjelasan dari Penggugat maka mediator menjelaskan sikap apa yang 
sebaiknya dilakukan oleh Penggugat dan juga menjelaskan kelemahan 
dari Penggugat. 
 
Pada saat itu mediator mendapat penjelasan yang menyatakan 
bahwa Ny. MTH memiliki hutang kepada Penggugat, guna untuk 
menambah modal usaha yang di jalankan oleh Ny. MTH, pada awalnya 
Pengugat masih berpikir-pikir tetapi karena Ny. MTH beserta AHS yaitu 
tergugat II berusaha untuk menyakinkan Penggugat maka akhirnya 




   
rupiah dengan bunga sebesar 3,3% sebulan dibayar lunas. Akibatnya 
setelah di tunggu-tunggu Tergugat hanya membayar hutangnya saja dan 
tidak disertakan bunganya maupun utang pokoknya kepada Penggugat. 
 
Pada pertemuan berikutnya mediator mengadakan pertemuan 
dengan Tergugat dan menanyakan hal yang sama seperti pada saat 
mediator menanyakan pada pihak Penggugat. Mediator disisni 
memberikan penjelasan bahwa Penggugat disisni menderita kerugian 
yang cukup besar, karena uang yang seharusnya digunakan untuk 
usahanya, sekarang usahanya menjadi terhamat dan perputaran 
modalnya secara otomatis menjadi terhambat. Mediaor juga disini 
menjelaskan apabila masalah ini tidak segera cepat diselesaikan maka 
sulit dilakukannya perdamaian. Mediato tidak akan membela masing-
masing pihak melainkan mediator di sini adalah seorang yang yang 
mempunyai sikap yang netral dan diharapkan dapat menyelesaikan 
kemungkinan penyelesaian sengketa. Hal ini sesuai dengan peraturan 
Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 pasal 15 ayat (3) yang berbunyi 
Apabila perlu, mediator dapat melakukan kaukus. 
 
(3) Mempertemukan kedua belah pihak 
 
a).  Pertemuan Pertama 
Pada saat mediator telah menyelesaikan kaukus, lalu mediator 
melaksanakan tugasnya yaitu mempertemukan kedua belah pihak 
dalam waktu dan tempat yang sama  mediator meneragkan fakta-
fakta yang sesuai pada pertemuan pertama yang dihadiri oleh kedua 
belah pihak. Mediator dalam hal ini menjelaskan bahwa tergugat 
dalam hal ini hanya membayar hutang-hutangnya yaitu berupa 
bunga yang dibayarkan pada awal bulan saja sedangkan hutang-
hutang pokok belum pernah dibayar dan diangsur atau dibayar 
padahal dalam pengakuan hutang  no 6 tanggal 13 Mei 2004 jangka 
waktu pembayaran hutang adalah satu tahun.  Sehingga apabila 
masalah ini tidak cepat diselesaikan dengan cara mediasi maka tidak 




   
Penggugat dalam hal ini mengalami kerugian yang sangat besar dan 
perputaran modal dalam menjalankan usahanya menjadi terhambat. 
Kedua belah pihak memohon ijin kepada mediator untuk berpikir 
lagi dan akan mengadakan pertemuan lagi pada hari berikutnya.  
 
b).  Pertemuan Kedua 
Pada pertemuan kedua ini, tergugat tidak dapat hadir dalam 
persidangan dikarenakan rumah dimana tempat tergugat tinggal 
terkunci rapat dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya saja.  
Mediator disini harus berusaha menekankan pada kedua belah pihak 
agar para pihak yang bersengketa langsung hadir, tidak hanya kuasa 
hukumnya saja yang hadir ataupun kuasa hukum hadir hanya saja 
sebatas mendampingi saja. 
Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalah pahaman dan juga 
tidak mempersulit serta menghambat terjadinya kesepakatan antara 
kedua belah pihak. Oleh sebab itu mediator disini berpesan agar 
yang hadir tidak hanya kuasa hukumnya tetapi kedua belah pihak 
yang sedang bersengketa juga hadir, sehingga pada saat dilakukan  
proses mediasi, yang berdamai  adalah para pihak yang bersengketa 
bukan para kuasa hukumnya. 
 
c).   Pertemuan Ketiga 
Pada pertemuan ketiga ini masih membahas dan melanjutkan 
perundingan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Yang 
menyatakan bahwa Penggugat merasa dirugikan sangat besar 
sehingga perputaran modalnya menjadi terhambat. Dan belum 
adanya kesepakatan untuk melakukan mediasi antar kedua belah 
pihak yang sedang bersengketa. Tetapi dalam hal ini Tergugat tidak 
hadir dikarenakan tergugat pergi ke Jakarta 
 
d).  Pertemuan Keempat 
Pada pertemuan keempat ini masih membahas hasil pertemuan 
ketiga yang belum sempat membahas tentang siapa yang akan 




   
pihak untuk menyelesaikan proses penyelesaian sengketa ini. Akhir 
dari pertemuan keempat ini diperoleh bahwayang akan menanggung 
perkara ini adalah para kedua belah pihak dengan masing-masing 
membayar sebagian.  
Setelah diperoleh kesepakatan yang akan menanggug semua 
perkara, kemudian dilanjutkan untuk membahas konsep-konsep apa 
yang akan dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan dalam 
melakukan proses mediasi sebelumnya. Mediator disini meminta agar 
kedua belah pihak agar mempersiapkan rancangan-rancangan yang 
nantinya akan di tandatangani. Kemudian para pihak diminta agar 
mempersiapkan untuk pertemuan berikutnya. 
 
e). Pertemuan Kelima 
Pada pertemuan kelima ini merupakan pertemuan terakhir yang 
diadakan dalam suatu proses mediasi. Pada pertemuan ini membahas 
tentang hasil kesepakatan dari masing-masing pihak yang sebelumnya 
sudah dipersiapkan.selain para pihak yang membuat kesepakatan, 
mediator juga membuat kesepaktan sendiri. Hasil kesepakatan kedua 
belah pihak tersebut kemudian diserahkan kepada mediator untuk 
diperiksa. Hasil dari kesepakatan ini telah ditentukan dan tercantum 
dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 (PERMA) 
pasal 17 ayat (3) yang berbunyi Sebelum para pihak menandatangani 
kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian 
untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum 
atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat itikad tidak 
baik 
Hasil dari kesepakatan antara kedua belah pihak dibaca oleh 
mediator untuk diperiksa apakah ada kesalahan dalam hasil 
kesepakatan tersebut. Apabila ada suatu kesalahan maka mediator 
menjelaskan kesalahan apa yang ada dalam kesepakatan tersebut. 
Mediator juga berorintasi sesuai dengan ilmu pengetahuannya untuk 
menunjukan suatu hasil kesepakatan yang sebenarnya yang ada dalam 




   
pihak mengetahui hasil kesepakatan yang benar maka para pihak 
masing-masing harus menandatangani hasil kesepakatan tersebut. 
  
(4) Melaporkan hasil mediasi 
Mediator setelah menyelesaikan tugasnya dalam menyelesaikan 
mediasi, kemudian mediator disini melaporkan kepada majelis hakim 
dalam pemeriksa perkara dengan Nomor : 38/Pdt.G/2006/PN.Ska 
menyerahkan hasil laporan tersebut berupa laporan tertulis, dan juga 
meampirkan hasil kesepaktan kedua belah pihak yang telah ditanda 
tangani para pihak apabila suatu proses mediasi telah berhasil dilakukan. 
Apabila suatu mediasi tersebut tidak berhasil maka harus dilaporkan pula 
kepada majelis hakim dalam memeriksa perkara tersebut dengan cara 
tertulis. Hal ini tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 
Tahun 2008 (PERMA) dalam pasal 18 ayat (1) yang berbunyi jika 
setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu 
menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung 
dalam pasal 15, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses 
telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. 
Dalam perkara Nomor: 38/Pdt.G/2006/PN.Ska, hasil dari suatu 
mediasi diserahkan dan dilaporkan pada tanggal 5 Juni 2006 padahal 
perkara ini selesai pada tanggal 7 Agustus 2006, oleh sebab itu sidang 
dimajukan dari jadwal semulanya. Mediator sebelum memberikan 
laporan kepada majelis hakim mediator memberikan penjelasan kepada 
para pihak meskipun mediasi telah gagal dilakukan tetapi kedua belah 
pihak bisa melakukan perdamaian dalam persidangan. Hal ini dilakukan 
karena pada saat majelis hakim meneima hasil laporan dari mediator, 
laporan tersebut dikembalikan lagi. Majelis hakim dalam dalam hal ini 
melakukan pemeriksaan sesuai dengan Hukum Acara Perdata. 
Dalam suatu persidangan yang dilakukan oleh majelis hakim, 
majelis hakim disini menanyakan pada kedua belah pihak dan 
menawarkan serta menyarankan apakah mereka para pihak tersebut bisa 




   
menyesuaikan seuai denagan pasal 130 HIR yang mengupayakan utuk 
melakukan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa. 
Mediator setelah menyerahkan hasil laporan yang gagal pada 
majelis hakim, kemudian laporan tersebut dimusnahkan bisa juga di 
simpan sebagai arsip bagi mediator. Perlu diketahui bahwa majelis 
hakim tidak tahu menahu tentang hasil laporan mediator sebelum 
diserahkan ke majelis hakim. Dalam hal ini mediator tidak bisa menjadi 
saksi dalam perkara yang ditangani dan tidak bisa di pertanggung 
jawabkan. 
Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 
Tahun 2008 (PERMA) pasal 18 ayat (2), pasal 19 ayat (1), (2), (3) dan 
ayat (4). Pasal 18 ayat (2) berbunyi Segera setelah menerima 
pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai 
ketentuan hukum acara yang berlaku. Pasal 19 ayat (1),  (2) ,(3) dan (4) 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 berbunyi : 
(1) Jika para pihak agal mencapai kesepaktan, pernyataan dan 
pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan 
sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang 
bersangkutan atau perkara lain. 
(2) Catatan mediator wajib dimusnahkan 
(3) Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidanan 
perkara yang bersangkutan. 
(4) Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun 
perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi. 
 
2. Akibat Hukum bagi kedua belah pihak 
 
Mediasi pada intinya adalah agar para pihak yang bersengketa bisa 
diselesaikan dengan cara mediasi, mediasi dalam hal ini sama dengan artinya 
dengan perdamaian. Dengan adanya mediasi, maka dalam menyelesaikan 
sengketa diharapkan cepat selesai dan terlaksana dengan baik. Tidak semua 
mediasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan yang 
diharapkan. Namun dalam perdamaian, mediasi dilakukan dengan cara 




   
pihak. Dalam perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang nantinya 
bisa mencapai kesepakatan hasil kesepakatan ini disebut sebagai kesepakatan 
perdamaian, sedangkan apabila perdamaian dilakukan dengan cara dan proses 
mediasi akan diperoleh hasil dari kesepakatan, yaitu keepakatan mediasi.  
 
Mediasi setelah melalui tahap-tahap, proses dan cara-cara maka dibuatlah 
suatu kesepakatan mediasi, dalam hal ini mediator yang membuat suatu 
kesepakatan mediasi tersebut. Mediator bertanya apakah hasil keepakatan ini 
dibuat secara langsung atau dibuat sebagai produk hukum. 
 
Mediator menjelaskan tentang akibat-akibat hukum dari suatu mediasi. 
Mediator disini menjelaskan bahwa akibat hukum dari mediasi.yang nantinya 
para pihak bisa memilih mana yang terbaik dan yang tidak baik. Tujuan dari 
mediasi adalah agar dapat menyelesaikan sengketa perdata yang diselesaikan 
dengan cara mediasi atau damai. Apabila kesepakatan tersebut diselesaikan 
dengan cara mediasi oleh para pihak, kesepakatan tersebut dapat segera 
dilakasanakan, tetapi mediator disini mempunyai tugas dan kewenangan agar 
kesepaktan tersebut sah di hadapan hukum maka mediator membuatkan akata 
yaitu akta perdamaian yang nantinya ditanda tangani oleh kedua para pihak. 
Kekuatan dari akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Mediator dalam membuat suatu pertmbangan lebih aktif dalam mendorong 
agar para pihak menjadikan kesepkatan perdamaian tersebut menjadi suatu 
produk hukum yang dalam hal ini terkait dengan akibat hukum bagi kedua belah 
pihak. Hasi dari kesepakatan mediasi dari kedua belah pihak menjadikan suatu 
akta perdamaian, oleh sebab itu dalam hal ini hal-hal yang menjadi akibat hukum 
bagi kedua belah pihak adalah sebagai berikut : 
 
a) In Kracht Van Gewijsde (mempunyai kekuatan hukuk tetap) 
Akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu sama 
dengan putusan hakim. Bagi para pihak diharuskan menyerahkan sesuatu atau 
diharuskan untuk membayar suatu jumlah tertentu, apabila tidak mau dengan 
sukarela memenuhi kewajiban hukumnya maka eksekusi dilakukan menurut 
cara yang biasa. Biasanya hal ini ditunjukan dengan kata-kata “DEMI 




   
adanya kekuatan hukum tersebut apabila para pihak tidak mau melaksanakan 
apa yang di perintahkan dalam suatu akta perdamaian tersebut maka para 
pihak tersebut langsung mendapatkan sanksi berupa eksekusi secara paksa 
(putusan dengan cara paksa). 
Hal  ini berarti apabila hasil dari suatu mediasi tidak di buatkan suatu akta 
perdamaian maka salah satu pihak tersebut jelas tidak mau melaksanakannya 
dengan cara sukarela. Oleh sebab itu mediator Pengadilan Negeri Surakarta 
mengupayakan dan mendorong agar para pihak yang bersengketa yang 
akhirnya sepakat untuk berdamai, maka hasil perdamaian tersebut dicatat 
dalam akta perdamaian dan kemudian dilakukan suatu tindakan mediasi yang 
dilakukan oleh majelis hakim yang memeriksa parkara tersebut. 
 
b) Tidak Dapat Diajukan Gugatan Baru Lagi 
Apabila dalam hal ini akta perdamaian sudah dibuat, maka para pihak 
tidak mungkin atau tidak dapat  mengajukan gugatan baru lagi atas suatu 
perkara yang sama dalam suatu pengadilan. Hal ini sama sekali tidak 
bertentangan dengan hukum acara perdata apabila hal itu tetap dilakukan. 
Dalam hal ini berarti dalam Pengadilan Negeri Surakarta apabila para 
pihak ingin mengajukan gugatan baru maka dalam hal ini tidak diperkenankan 
lagi untuk mengajukan gugatan baru lagi, sehingga gugatan tersebut tidak bisa 
diterima dalam suatu Pengadilan yang mana dalam hal ini adalah Pengadilan 
Negeri Surakarta. 
  
c) Tidak Ada Upaya Hukum Lain 
Apabila suatu perkara sudah masuk dalam Pengadilan Negeri dan sudah 
dilakukan mediasi, maka perkara tersebut tidak bisa dilakukan upaya hukum 
atau tidak boleh mengajukan permohonan banding, kasasi maupun peninjauan 
kembali. Hal ini berati dalam pokok perkara Nomor : 38/Pdt.G/2006/PN.Ska 
para pihak yang telah dibuat akta perdamaian tidak diperkenankan atau tidak 
dapat melakukan upaya hukum lagi baik upaya hukum biasa atau upaya 
hukum luar biasa. sehingga para pihak sudah jelas kalau gugatan tersebut tidak 






   
d) Dapat di Eksekusi 
 Suatu putusan dapat di eksekusi apabila para pihak disini tidak dapat 
melakukan sesuatu, terutama dalam hal ini adalah pihak yang kalah dalam 
melakukan suatu perundingan, pihak yang kalah tersebut dihukum untuk 
membayar sejumlah uang kepada pihak yang menang. 
Dalam pokok Perkara Nomor :38/Pdt.G/2006/PN.Ska yang menyatakan 
bahwa pihak tergugat yang dalam hal ini terbelit hutang yang sangat banyak 
dari penggugat. Apabila tergugat tidak ingin gugatan ini nantinya sampai 
berlarut-larut maka tergugat harus segera membayar uang sebagaimana yang 
telah dijelaskan diatas. Dalam hal dapat di eksekusi diatur dalam pasal 196 
HIR dan 225 HIR dan sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Acara 
Perdata. 
   
Hal inilah yang menjadi akibat hukum mediasi bagi kedua belah pihak. 
Sesuai denganAkta Perdamaian pokok Perkara Nomor :38/Pdt.G/2006/PN.Ska 
yang menyebutkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai dan 
para pihak telah sepakat untuk mengakhiri sengketa tersebutsesuai dengan akta 
perdamaian yang disepakti bersama tersebut dan kedua belah pihak sepakat 
dalam membagi dua biaya perkara tersebut atau biaya biaya perkara tersebut 
merupakan tanggungjawab kedua belah pihak tersebut.  Dan Perkara dengan 
Nomor :38/Pdt.G/2006/PN.Ska dianggap sudah selesai dengan cara damai.  











Berdasarkan hasil penelitian dan pokok permasalahn yang telah di bahas oleh 
penulis diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
 
1. Proses penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi yang dilakukan oleh 
Pengadilan Negeri Surakarta, dalam hal ini ada dua tahap yang dilakukan dalam 
menyelesaikan sengketa perdata yaitu : 
 
a) Tahap pra mediasi 
Dalam tahap pra mediasi ini tahap-tahap yang ditempuh adalah sebagai 
berikut : 
(1) Memeriksa kasus perdata yang masuk dalam Pengadilan Negeri Surakarta 
(2) Ketua Pengadilan Negeri Surakarta menunjuk Majelis Hakim, Hakim 
anggota dan Panitera dalam menangani dan menyelesaikan kasus perkara 
perdata 
(3) Ketua Pengadilan Negeri Surakarta menetapkan hari idang pertama dan 
harus dihadiri oleh para pihak 
(4) Majelis hakim menunjuk mediator berdasarkan kesepaktan kedua belah 
pihak, untuk membantu proses mediasi dalam Pengdilan Negeri Surakarta 
 
b) Tahap mediasi 
Dalam tahap ini dijelaskan bahwa dalam tahap mediasi langkah-langkah 
yang biasanya ditempuh oleh seorang mediator adalah sebagai berikut : 
(1) Meminta agar para pihak menghadap mediator 
(2) Menentukan jadwal pertemuan 
(3) Melakukan kaukus 
(4) Mempertemukan kedua belah pihak 




Dapat diambil kesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Surakarta dalam hal ini telah menjalankan tugasnya dengan baik dan juga telah 
menjalankan serta telah memenuhu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 
2008 (PERMA) karena dalam hal ini PERMA sifatnya wajib dalam setiap 
Pengadilan Negeri yang dalam menangani kasus perdata yang dilakukan dengan 
cara mediasi, dan dalam hal ini telah dicantumkan beberapa pasal yang terkait dan 
sesuai dengan pokok permasalahan yang terdapat dalam kasus-kasus sengketa 
perdata. 
 
2. Akibat hukum mediasi bagi kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa 
perdata dengan cara mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surakarta 
yaitu dengan cara melakukan suatu kesepakatan perdamaian yang kekuatan 
hukumnya sama dengan putusan perkara perdata yang diputus Majelis Hakim di 
dihadapan sidang. Akibat hukum mediasi bagi kedua belah pihak disini adalah 
sebagai berikut : 
 
a) In Kracht Van Gewijsde (mempunyai kekuatan hukum tetap) 
b) Tidak dapat diajukan gugatan baru lagi 
c) Dapat dieksekusi 
d) Tidak ada upaya hukum lain 
 
Apabila ada salah satu pihak tidak melaksanakan suatu hasil kesepkatan 
dengan sukarela, maka eksekusi dapat segera dilaksanakan. Dalam hal ini tentu 
sangat merugikan para pihak tersebut, dan ternyata tidak dapat dilakukan upaya 
hukum lain dan bisa jadi gugatan yang akan diajukan nanti tidak diterima di dalam 















1. Sebaiknya untuk menjadi seorang mediator dapat menguasai dan memahami 
tentang perkara perdata yang penyelesaianya dengan cara mediasi 
 
2. Diharapkan agar Seluruh hakim di Indonesia dalam hal menangani sengketa 
perdata diwajbkan untuk memiliki sertifikat untuk menjadi seorang mediator. 
 
3. Dalam waktu empat puluh hari kerja mediator diharuskan dapat melakukan 
mediasi dan juga mediator diharuskan dapat menyusun suatu rencana agar suatu 
mediasi bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan para pihak dan 
diharapkan hasilnya tidak mengecewakan para pihak. 
 
4. Perlunya penerapan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 dalam 
menyelesaikan sengketa perdata dengan cara mediasi sebagai suatu Peraturan yang 
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